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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU
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|

|

TENTANG \ -
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAMUJU,
MAT

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Mente Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 |

tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi' Umum

Tambahan /Tahun Anggaran 2020, perlu diatur penetapan
Dana Alokasi Umum tambahan bantuan pendanaan pada
setiap kelurahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huyuf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati °

Maniuju _yentang” Penetapen Dana.’ Alokasi Umum

Tambahan |

Bantuan Pendanaan Kelurahan lingkup
Pemerintah|Kabupaten Mamuju

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan! Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1822);

Undang-Undanp Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

‘Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang

Pembentullan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran egara Republik Indonesia Nomor 4422):

1

1

1



11.

"‘Tadonesial
10.

Anggaran

Nomor 33 Tahun 2004Undang-U
Perimbang

idang tentang
an Keuangan’ antara Pemerintah Pusat dan

anDaerah (Lembaran Negara RepublikPemerintak
Indonesia

Negara Rep

Undang-U

(Lembaran
123, Tam

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

publik
Indonesia Nomor 4438};

ndang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Negara Repubuik Indonesia Tahun 2014 Nomor

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

Undang-U
Pemerintal

Indonesia

Negara R
telah diul

Undang N

Atas Unda

Pemerintal

Indonesia

Negara Re

Undang-U

Pendapatan
(Lembaran
198, Tam
Nomor 64

Peraturan|:

Kelurahan
2005 Nom
Indonesia

Peraturan

Kecamata
2018 Nom

Peraturan|,

Pengelolaan Keuangan Daerah
Republik
Lembaran!

Peratur:

Rincian

23 Tahun 2014 tentang

‘Negara © Republik
ndang Nomor

hanDaerah (Lembaran
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

epublik Indonesia Nomor. 5587) sebagaimana

pah beberapa kali terakhir dengan Undang-

omor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

ing-Undang
Nomor 23 Tahun | 2014 tentang

Republik
_

han Daerah (Lembaran Negara.

Lublik Indonesia Nomor 5679);
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran,

bahan Lembaran
Negara Rept

10);
Pemerintah Nomor 37 Tahun

(Lembaran Negara Republik In

lor 159, Tambahan LembaranN
Nomor 4588);
Pemerintah Nomor 17 Tahun

aor 73, , Tambahan . Lémbaran N

(Nomor 6206);
° 8

Pemerintah Nomor 12 Tahun

Indonesia Tahun 2019 Nomor
(Lembaran

|

ndang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran
dan Belanja Negara Tahun Anggaran

2020

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor -

ablik Indonesia

2005 tentang

idonesia Tahun
egara Republik

2018 tentang

4 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun

—

egara Republi

2019 tentang
Negara

42, Tambahan

|

Pemerintah Nomor 78 Tahun

4,

12020

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2019 tentang

ggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

(Lembaran Negara
Republik

Indonesia

5.

7.

8.

in



Me‘netapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

,Peraturan

PERAT’

Tahun 20119 Nomor 220);
Peraturan
Nomor 80

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan

|

Nomor 120

Menteri Da
2015 tenta

} Tahun 2018 tentang Perubahan|atas Peraturan

‘lam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun

ing Pembentukan Produk Hukum| Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan
2018 tent

Prasarana
Kelurahan
2019 Nom

Peraturan|
tentang T

Tambah

Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
fang Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Kelurahan dan Pemberdayaan|Masyarakat di

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

jor
139);

|
|

Menteri Keuangan Nomor 8&/PMK.07/2020

ata Cara Penyaluran Dana Molasi Umum
i Tahun Anggaran 2020 (Berita

Negara
Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
Peraturan

Pembentukan Kelurahan Dayanginna di

Tapalang

5 Tahun 2015 Tentang
Kecamatan

' Daerah Nomor

(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun
2015 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Mamuju N

Peraturan
2019 Tent

Kabupaten
Daerah Ka:

Peraturan

Tentang F

pmor 44);
Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun

ang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

. Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

bupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 100); |

Bupati Mamuju Nomor 124) Tahun 2019

enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 808).

‘MEMUTUSKAN :

ALOKASI
KEL

AN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA
UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

SETIAP KELURAHAN TAHUN ANGGARAN
2020.

Menteri_ Dalam.~ Negeri ‘Kepublik Indonesia ;
*

N



BAB|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

10.

11

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju. .

Pemerin Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah .

sebagai
Ynsur

penyelenggara Pemerintahan ‘Daerah yang,

memimpiri pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mamuju.
|

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam |penyelenggraan

urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan Daerah.

. -

Kecamatan adalan bagian w:layah dar/;Daerah Kabupaten . .

yangie oleh Camat.

Kelurah adalah bagian wilayah dari Kecamatan

sebagai dbrangkat Kecamatan.
,

Dana Alcias
Umum yang selanjutnya |disingkat DAU

adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara kepada |daerah dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

untuk miendanai kebutuhan daerah jdalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan

yang sel njutnya disebut DAU Tambahan Bantuan

4.

5.

7.

Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi
|

kelurahan di Daerah Kabupaten yang bersumber dari

Anggaran|Pendapatan dan Belanja Negara|untuk kegiatan

8.

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan

kegiatan pemberdayaanmasyarakat kelurahan..

Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai

perangkat kecamatan. = -

Angearan| Pendapatan dan Belanja Daerah yang os

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan |idaerah yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.

.Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari
APBD Kabupaten Mamuju dan DAU Tambahan Bantuan .

Pendanaan Kelurahan.



Peraturan Bupati ini mengatur: °

1

a.

b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantu

Kelurahan| setiap Kelurahan; dan
c. mekanisme pengalokasian DAU També

Jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan K

BAB II
Ruang lingkup

Pasal 2

jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendan

yang dianggarkan dalam APBD;

Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.

Bagian Kesatu

| dianggarkan dalam APBD
{

Pasal 3

(1) DAU Tambahan _Bantuan Pendanaan ‘Ke

(2)

(1)

dianggarkan dalam APBD sebagaimana dit

Pasal 2 h ruf a sebesar Rp. 4.963.647.000,-

sembilan tatus enam puluh tiga juta enal

puluh
tujun ribu

tupiah).
‘DAU

|
Tambahati Bantuaa |

sebagaima}
1a dimaksud pada ayat (1) dan

Pendanaan’

aan Kelurahan

lan Pendanaan

han Bantuan

‘elurahan yang

elurahan yang
imaksud dalam

(empatmilyar
m ratus empat

. Kelurahan
rincian alokasi

DAU Tambahan tercantum dalam Peraturan Daerah

Kabupaten,
{

Mamuju Nomor 7 Tahun

Anggaran |,_Pendapatan dan _Belanja D

Anggaran
2020.

|

Bagian Kedua

2019 Tentang
aerah Tahun

‘Rincian pembezian DAU Tambahan
Bantuan Pendanaan

Kelurahan:setiap Kelurahan
Pasal 4

hone
Rincian pembagian DAU Tambahan

Bantuan
Pendanaan

Kelurahan|, setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal (2) hurufb yaitu:
a. Kecamatan Tapalang

1. Kelurahan Dayanginna Rp. 381.81
ratus delapan puluh satu juta delapan ratus”
sembilan belas ribu rupiah);

9.000,00 (tiga

B

T

aU

t

n

Hl

|



. Kecamatan Mamuju
1,

. Kecamatan Simboro

1.

. Kecamatan Kalukku
1.

. Kelu

(tiga ratus delapan puluh satu juta

Kelurahan Galung Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus

delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan

belas ribu rupiah);
Keluyaha: Kasambang Rp. 381.BD.000,

00 (tiga
ratus delapan puluh satu juta
sembilan belas ribu rupiah).

delapan
ratus

Kelutahan Binanga Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus

delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan

belas ribu rupiah);

Kelurahan
Karema Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus

delapan puluh satu juta delapan
ratus sembilan

belas ribu rupiah);

Kelurahan Mamunyu Rp. 381.819.000,00

>

(tiga ratus

delapan puluh satu juta. delapan ratus sembilan

belay ribu rupiah);

Kelurahan Rimuku Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus

delay an.puluh satu juta delapan ratus sembilan

belas ribu rupiah).

Kel rahan Simboro Rp. 381.819.000 ,00 (tiga ratus

delay an puluh satu juta delapan ratus ‘sembilan

bea ribu rupiah);
Kel rahan Rangas Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus

delay

belas ribu rupiah).—
an puluh satu juta delapan ratus sembilani

3.

4.

ps

c.

Kelrahan Kalukku Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus .

d.

delépan
peluh satu juta delapan. |ratus sembilan

belas ribu rupiah);
Kel rahan Bebanga Rp.

381.819.000,00 (tigaratus

deldpan puluh satu jtita delapan 1

vel
ribu rupiah);

belas ribu rupiah),

ratus sembilan

irahan Sinyonyoi Rp. 381.819.000,00 (tiga ratus

delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan

Kehirahan Sinyonyoi Selatan Rp. 381.819.000,00

sem
bilan belas ribu

tupiah).

nt

3.

4.

delapan ratus



(2)) Rincian penggunaan alokasi/DAU Tambahan sebagaimaria dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam DPA Masing-masing Kecamatan yang
disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan -yang

berlaku.

_Bagian Ketiga
Mekanisme Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan

etiap KelurahanW
w

Pasal 5

Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan. Kelurahan

setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasa! (2) huruf c dibagi rata
untuk disetiap Kelurahan berdastrkan ketentuan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.
| ,

!

' BAB Il
PENUTUP

| |

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulaiberi pada tanggal diundangkan.
engetahuinya memerintahkan pengundanganAgar setiap orang dapat

™
Peraturan Bupati ini dengan ‘penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten
Mamuju. |
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